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Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009), terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan dengan Pasal 24 ayat

(1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal

28H ayat (2) UUD 1945

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim ad
hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih
memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat
diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan
terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga Pasal
10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang semula berbunyi
‘Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, menjadi
selengkapnya berbunyi, “Hakim ad hoc sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan,
serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi
kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”;



3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya.
Tanggal Putusan . Rabu, 27 Oktober 2021
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat
mengajukan permohonan a quo sedang menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Denpasar, yang dibuktikan dengan Petikan Keputusan
Presiden Nomor 22/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan
Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bertanggal 10 Februari
2016 serta Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016
tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Pertama Untuk Masa Jabatan Yang Kedua, bertanggal 26 Februari 2016.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 10 ayat
(5) UU 46/2009 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum, para Pemohon beranggapan dengan
adanya frasa periodisasi jabatan hakim ad hoc Tipikor selama 5 tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali jabatan dalam norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan
dengan hak atas persamaan kedudukan dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman
yang dijamin oleh UUD 1945. Padahal prinsip tersebut merupakan ‘benteng’ bagi hakim dari
intervensi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hakim dapat menjalankan fungsinya
dengan baik dan benar. Selain itu, prinsip independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya
berkaitan dengan kemandirian hakim yang bebas dari intervensi dari luar badan peradilan
saja, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah kemandirian hakim dari aspek internal diri si
hakim, salah satu bentuknya adalah berkaitan dengan adanya jaminan terhadap
kesejahteraan hakim dan jaminan masa jabatan hakim. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau
tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut
Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan a quo.

Bahwa ihwal kedudukan hakim ad hoc dalam sistem peradilan di Indonesia telah
diputus beberapa kali oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2015, yang mempertimbangkan pengertian
hakim ad hoc; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI1/2014, bertanggal 20 April
2015, yang berkaitan dengan persoalan pengecualian hakim ad hoc sebagai pejabat negara,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang
mempersoalkan keberadaan dan kedudukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan
Industrial; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus
2016 yang berkaitan dengan persoalan masa jabatan hakim pengadilan pajak. Dalam kaitan
dengan putusan-putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa dibentuknya hakim
ad hoc pada prinsipnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan penegakan hukum dalam sistem
peradilan di Indonesia yang pada dasarnya karena mempertimbangkan faktor kebutuhan akan
keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan yang bersifat khusus maka
diperlukan adanya hakim ad hoc.

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedudukan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor
tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan
khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara:

a. tindak pidana korupsi;

b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
dan/atau

c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak
pidana korupsi (vide Pasal 6 UU 46/2009).



Sementara, berkaitan dengan komposisi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan
Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc [vide Pasal 10 ayat (1) UU
46/2009]. Adapun tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc tersebut adalah untuk memperkuat
peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan
dengan kompleksitas perkara Tipikor. Keberadaan Hakim ad hoc sebagai hakim non-karier
diperlukan karena dipandang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu
perkara khusus dengan kompleksitas yang menyertainya baik yang menyangkut aspek modus
operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan Tipikor, antara lain di bidang keuangan dan
perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah (vide Pasal 1
angka 9 dan Penjelasan Umum UU 46/2009). Oleh karena itu, komposisi hakim ad hoc dalam
pengadilan Tipikor didesain untuk memberikan dampak positif ketika hakim ad hoc bersama
hakim karier menangani perkara Tipikor. Hal ini relevan dengan ide dasar perlunya dibentuk
pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus karena akibat dari tindak pidana korupsi telah
menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
sehingga diperlukan cara penanganan yang luar biasa. Di samping itu, pencegahan dan
pemberantasannya pun harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang
didukung salah satunya dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat
ditumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi (vide Penjelasan Umum UU 46/2009).

Bahwa dengan mengutip beberapa pertimbangan hukum di atas, maka ketentuan yang
berkaitan dengan periodisasi dan masa jabatan hakim ad hoc Tipikor yang termaktub dalam
Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang menentukan hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, menurut
Mahkamah telah membatasi atau menutup peluang bagi seseorang yang sedang menjabat
sebagai hakim ad hoc untuk ikut mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya.
Padahal esensi pokok adanya hakim ad hoc adalah karena pertimbangan keahlian atau
kemampuan tertentu yang dimiliki dan independensi serta integritas sebagai hakim ad hoc
sehingga dapat bersinergi dengan hakim karier dalam memutus berbagai jenis perkara yang
dihadapi. Sementara, hakim ad hoc Tipikor yang telah menjalani masa jabatan pertama dan
kedua setidak-tidaknya telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas
dengan kompetensi, kapasitas, dan/atau profesionalisme yang telah teruji sehingga
dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim Ad Hoc pada
Pengadilan Tipikor pada periode masa jabatan berikutnya sebagaimana kesempatan yang
sama terhadap hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menegaskan dalam pertimbangannya
bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang
pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon Hakim Ad Hoc
lainnya yang juga memenuhi persyaratan, oleh karena itu, pencalonan kembali hakim ad hoc
Tipikor juga tidak boleh menyebabkan tertutupnya peluang bagi warga negara lainnya yang
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU 46/2009. Artinya, untuk
dapat mencalonkan diri kembali sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor bagi hakim ad
hoc yang telah menjabat untuk jabatan yang pertama dan kedua dapat mencalonkan kembali
untuk jabatan berikutnya dengan cara mengikuti seluruh persyaratan dan proses pencalonan
dari awal sebagai calon hakim ad hoc Tipikor bersama-sama dengan warga negara lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan dibukanya peluang bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor yang
telah menjabat pada jabatan atau periode pertama dan kedua serta dibukanya peluang untuk
mencalonkan kembali pada periode berikutnya tidaklah  bertentangan dengan sifat
kesementaraan hakim ad hoc yang diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu
dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012.
Pentingnya dibuka peluang bagi hakim ad hoc untuk mencalonkan kembali setelah jabatan
keduanya berkorelasi dengan upaya memperoleh hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang memenuhi kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara
tindak pidana korupsi. Dengan demikian, norma periodisasi masa jabatan Hakim Ad Hoc pada
Pengadilan Tipikor dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang tidak membuka peluang bagi
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hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor untuk mencalonkan kembali pada jabatan berikutnya
tidak sejalan dengan keinginan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan
pengadilan termasuk dalam pengadilan Tipikor serta prinsip kemandirian kekuasaan
kehakiman. Oleh karenanya, norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009, dalam perkara a quo harus
dimaknai “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa
seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat
diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti
proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil
para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 telah ternyata menimbulkan
ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya
dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamabh, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 telah
ternyata menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil
sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh
karenanya dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim ad hoc
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang
masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa
jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga Pasal 10 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang semula berbunyi “Hakim ad hoc
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, menjadi selengkapnya
berbunyi, “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



